BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang ada sebagaimana
diuraikan dalam BAB Il, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi
dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan
Baku dan Bahan Penolong Industri adalah cukup memiliki pengaruh bagi
kesejahteraan sosial para petambak garam yang ada di Indonesia. Hal ini
ditunjukkan dengan adanya pasal-pasal yang termuat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan
petambak garam, dimana pasal-pasal tersebut menyebabkan tata kelola
garam di Indonesia menjadi bermasalah sehingga mempengaruhi kepastian
usaha petambak garam yang merupakan bagian dari kesejahteraan sosial
mereka. Kemudian, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2018 juga berdampak pada kesejahteraan sosial petambak garam dalam
bentuk menurunnya harga jual garam yang diproduksi petambak garam
yang secara langsung juga akan mempengaruhi pendapatan atau
penerimaan para petambak garam yang juga merupakan bagian dari aspek

kesejahteraan sosialnya.
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. Saran

. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka terdapat
beberapa saran yang telah penulis rumuskan dalam rangka untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial para petambak garam di Indonesia,
yaitu:

. Pemerintah disarankan untuk meninjau kembali kebijakan terkait impor
garam yang ada di Indonesia, dalam hal ini pemerintah dapat menerapkan
adanya pembatasan impor garam sehingga garam lokal atau garam yang
diproduksi oleh petambak garam di Indonesia dapat diserap secara
maksimal.

. Pemerintah disarankan untuk membuat suatu peraturan baru yang dapat
memampukan para petambak garam dan tidak hanya menguntungkan
hanya salah satu pihak, dalam hal ini khusunya penting membuat peraturan
dengan memandang kepentingan para petani untuk mencapai kesejahteraan
sosial.

. Pemerintah disarankan untuk terus menjalankan program-program yang
dapat meningkatkan kualitas garam hasil produksi para petambak garam di
Indonesia, sehingga garam hasil produksi petambak garam tersebut dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan garam di Indonesia baik untuk
konsumsi maupun untuk industri.

. Para petambak garam disarankan untuk terus menambah wawasan dan

memanfaatkan program-program yang diberikan pemerintah sehingga
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dapat menghasilkan garam lokal yang memilki kualitas yang baik dan dapat
bersaing dengan garam-garam hasil produksi luar negeri.

. Teman-teman mahasiswa yang mengambil jurusan yang berkaitan dengan
teknik pertanian ataupun bidang yang berkaitan dengan para petani, agar
bisa menciptakan inovasi ataupun teknologi yang bisa mendorong
perkembangan dalam industri pembuatan garam oleh petani nasional
sehingga dapat mengemembangkan hasil kualitas serta harga garam yang

dapat bersaing dengan garam hasil impor.
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